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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus disertai dengan 

peningkatan kualitas guru. Guru merupakan unsur yang penting dalam proses 

pembelajaran. Guru memiliki tanggungjawab besar dalam proses pembelajaran 

karena guru yang secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan guru 

sebagai sumber belajar.  

      Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam 

Pasal 1 ayat (1) butir 1 dinyatakan, “Guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Dengan 

demikian, seorang guru harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Profesi 

guru bukanlah pekerjaan yang hanya sekedar mengisi waktu luang saja yang 

bisa dilakukan oleh siapa saja. Guru profesional adalah guru yang memiliki 

kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. 

karena kompetensi tersebut sangat menunjang keberhasilan proses belajar 

mengajar. Kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional adalah praktik 

lapangan dan wujud nyata dari kinerja seorang guru dalam proses 

pembelajaran. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman karakterteristik 

peserta didik, menerapkan berbagai metode pembelajaran, menyelenggarakan 

pendidikan yang mendidik, berkomunikasi secara empatik dan santun, 

melakukan penilaian proses dan hasil belajar, serta memanfaatkan hasil 
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penilaian untuk kepentingan pembelajaran. Kompetensi profesional meliputi 

penguasaan materi, memahami substansi mata pelajaran, menunjukkan manfaat 

pelajaran, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

      Guru sebagai tenaga professional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

berperan untuk meningkatkan martabat dan guru sebagai agen pembelajaran 

yang berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan 

demikian, guru harus bisa melakukan tugasnya dengan baik. Kinerja guru yang 

baik sangat diperlukan dalam rangka pencapaian mutu pendidikan yang 

berkualitas. 

      Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas 

pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program pengajaran, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran 

(Depdiknas, 2008: 21). Menurut Nana Sudjana (2004: 19), kinerja guru sebagai 

pengajar dapat dilihat dari kemampuan atau kompetensinya melaksanakan 

tugas tersebut. Kemampuan yang berhubungan dengan tugas guru sebagai 

pengajar dapat diguguskan ke dalam empat kemampuan, yakni merencanakan 

proses belajar mengajar, melaksanakan dan mengolah proses belajar mengajar, 

menilai kemajuan proses belajar mengajar, menguasai bahan pelajaran. Sejalan 

dengan Nana Sudjana, P2TK Ditjend Dikti dalam Mulyasa (2008: 20) 

menguraikan tugas guru sebagai pengajar kedalam tiga kegiatan yang 

mengandung kemampuan mengajar yaitu merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran yang mendidik, dan menilai proses dan hasil 
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pembelajaran. Kinerja guru mempunyai kriteria tertentu. Kinerja guru dapat 

dilihat dan diukur berdasarkan kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh 

guru. Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

Pasal 10 (1) dinyatakan bahwa  “kompetensi guru sebagaimana dimaksud pasal 

8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. 

Selama ini, penilaian kinerja guru yang dilakukan pada saat PLPG maupun uji 

kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. 

Dalam penelitian ini, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional 

menjadi fokus dalam penilaian kinerja guru karena dapat diamati secara 

langsung dalam proses pembelajaran di kelas. 

      Dalam rangka meningkatkan kinerja guru, pemerintah berupaya untuk 

mencari alternatif yang dapat meningkatkan hal tersebut, yaitu dengan 

melakukan standar kompetensi dan sertifikasi guru. Menurut Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 1 butir 11, 

“sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan 

dosen”. Sedangkan sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang 

ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sebagai bukti formal 

pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga 

profesional. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi 

standar profesional guru. Dengan adanya guru profesional tersebut diharapkan 

akan mampu menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang berkualitas dalam 

rangka mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas. Tujuan utama diterapkan 
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program sertifikasi guru, termasuk terhadap guru Pendidikan Kewarganegaraan 

adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam mengemban tugas sebagai 

agen pembelajaran dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 

meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat dan 

profesionalisme guru. 

      Peningkatan kemampuan profesional guru yang meliputi kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional dapat dilakukan dengan pelatihan-

pelatihan dalam bidang pembelajaran dan uji kompetensi agar kinerja guru 

terus meningkat dan tetap memenuhi syarat profesional. Dengan demikian, 

profil kelayakan guru akan ditekankan pada aspek-aspek kemampuan 

membelajarkan siswa, dimulai dari menganalisis, merencanakan atau 

merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan menilai 

pembelajaran.  

      Guru-guru yang sudah lulus sertifikasi dan diakui oleh pemerintah sebagai 

guru profesional seharusnya menunjukkan kinerja yang sesuai dengan 

pengakuan tersebut dan sesuai dengan kompetensi inti guru yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Namun masih banyak asumsi-asumsi bahwa guru 

yang bersertifikat pendidik belum menunjukkan kinerja yang baik. 

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012) 

yang dilansir dalam surat kabar Media Indonesia 28 Januari 2014 menyatakan 

bahwa “...Hasil uji kompetensi guru (UKG) menunjukkan gabungan 

kompetensi profesional dan pedagogi guru-guru yang diuji (sekitar 878 ribu 

orang) rata-rata hanya 45,85%, sangat jauh di bawah kemampuan ideal 
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menurut standar guru profesional. Hasil UKG itu dengan gamblang 

menjelaskan betapa guru-guru yang direkrut berkompetensi rendah, bukan 

hanya dalam hal pemahaman ilmu didaktik-pedagogik, tetapi juga dalam hal 

penguasaan mata pelajaran. Semua pihak tentu sangat prihatin melihat profil 

guru dengan kompetensi di bawah standar yang di syaratkan. Berbagai upaya 

yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kualitas guru melalui program 

peningkatan kualifikasi dan sertifikasi kompetensi tak kunjung mengubah 

keadaan (http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia//PUBLICATIOS/ 

MI/MI/2014/01/27/ArticleHtmls/Bubarkan-Sebagian-Besar-LPTK-270120140 

24003.shtml?Mode=1) diakses pada tanggal 30 Januari 2014. 

      Informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut di atas, 

menunjukkan bahwa kompetensi guru belum menunjukkan sebagai guru 

profesional. Hal ini terlihat dari hasil uji kompetensi guru (UKG) yang masih 

rendah. Rata-rata gabungan kompetensi pedagogik dan profesional hanya 

45,85%, sedangkan guru profesional harus menguasai kompetensi pedagogik 

dan profesional secara keseluruhan (100%).  Dengan demikian, dapat diartikan 

bahwa para guru tersebut belum memenuhi seluruh indikator penilaian UKG 

yang digunakan untuk menguji kompetensi tersebut. UKG tersebut meliputi 

penilaian perencanaan program kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, 

penggunaan media dan sumber belajar, penggunaan metode pembelajaran, 

evaluasi/penilaian pembelajaran, penguasaan materi pelajaran, dan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIOS/%20MI/MI/2014/01/27/ArticleHtmls/Bubarkan-Sebagian-Besar-LPTK-270120140%2024003.shtml?Mode=1
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIOS/%20MI/MI/2014/01/27/ArticleHtmls/Bubarkan-Sebagian-Besar-LPTK-270120140%2024003.shtml?Mode=1
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIOS/%20MI/MI/2014/01/27/ArticleHtmls/Bubarkan-Sebagian-Besar-LPTK-270120140%2024003.shtml?Mode=1
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      Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kulon Progo pada 

tahun 2012, guru mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sudah banyak 

yang bersertifikat pendidik. Dari 64 guru mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang tercatat sebagai anggota MGMP PKn Kulon Progo, 56 

guru diantaranya telah bersertifikat pendidik dan 8 guru belum bersertifikat 

pendidik. Konsekuensi guru yang telah lolos sertifikasi antara lain adalah harus 

melakukan kinerja yang baik. Namun berdasarkan pengamatan sebelumnya, 

dan wawancara dengan guru mata pelajaran yang lain dan siswa masih muncul 

asumsi-asumsi bahwa kinerja guru masih belum baik meskipun guru sudah 

menyandang sebagai guru profesional. 

      Dari segi kompetensi pedagogik muncul asumsi-asumsi bahwa guru kurang 

kreatif dalam mengelola pembelajaran, guru kurang menguasai karakteristik 

peserta didik, guru cenderung menggunakan metode ceramah saja dalam proses 

pembelajaran, jarangnya menggunakan media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran, guru jarang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi  

(komputer) dalam proses pembelajaran, serta jarang menggunakan/membawa 

RPP pada saat pembelajaran meski telah membuat RPP. Kemudian dari segi 

kompetensi profesional muncul asumsi-asumsi bahwa guru belum menguasai 

materi pelajaran, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi / 

kurangnya keterampilan dalam menggunakan  teknologi informasi dan 

komunikasi  (komputer) masih rendah, sedangkan seorang guru dituntut untuk 

bisa menguasai teknologi informasi dan komunikasi dan memanfaatkannya 

dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru yang sudah bersertifikat pendidik 



7 
 

dituntut untuk mengajar minimal 24 jam tatap muka dalam satu minggu. 

Namun masih ada guru yang hanya mengajar 12 jam tatap muka ataupun 20 

jam tatap muka. 

      Berdasarkan paparan di atas, ternyata guru yang telah lolos sertifikasi 

masih memiliki persoalaan dalam. Dengan kondisi seperti diatas tentu masih 

diragukan apakah guru Pendidikan Kewarganegaraan yang telah bersertifikat 

pendidik benar-benar telah meningkatkan kinerjanya, apa yang menjadi 

penghambat guru dalam peningkatan kinerjanya dan upaya apa yang dilakukan 

untuk mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas, maka 

peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja guru 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri yang bersertifikat 

Pendidik di Kabupaten Kulon Progo”. 

B. Identifikasi Masalah 

      Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahan-

permasalahan sebagai berikut: 

1. Rendahnya kekreativan guru dalam mengelola pembelajaran. 

2. Rendahnya keterampilan guru dalam penggunaan metode pembelajaran 

sehingga guru cenderung menggunakan metode ceramah saja dalam proses 

pembelajaran 

3. Rendahnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi sehingga guru 

jarang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 

pembelajaran. 
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4. Kurangnya persiapan guru dalam proses pembelajaran / tidak 

menggunakan RPP dalam proses pembelajaran 

5. Rendahnya keterampilan guru dalam penggunaan media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran. 

6. Rendahnya pemahaman guru mengenai karakteristik siswa 

7. Rendahnya penguasaan materi pelajaran 

8. Belum diketahuinya kualitas kinerja guru mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan SMP Negeri di Kabupaten Kulon Progo dilihat dari segi 

kompetensi pedagogik 

9. Belum diketahuinya kualitas kinerja guru mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan SMP Negeri di  Kabupaten Kulon Progo dlihat dari segi 

kompetensi profesional 

10. Belum diketahuinya hambatan-hambatan yang dialami guru dalam upaya 

peningkatan kompetensi pedagogik 

11. Belum diketahuinya hambatan-hambatan yang dialami guru dalam upaya 

peningkatan kompetensi profesional 

12. Belum diketahuinya upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi 

hambatan-hambatan peningkatan kompetensi pedagogik 

13. Belum diketahuinya upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi 

hambatan-hambatan peningkatan kompetensi profesional. 

C. Pembatasan Masalah 

      Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat diketahui bahwa masih 

terdapat permasalahan mengenai guru yang telah bersertifikat pendidik terkait 
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dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Berbagai 

permasalahan tersebut membutuhkan tindakan untuk diteliti lebih lanjut 

sebagai usaha untuk mencari solusi atau alternatif permasalahannya. Dengan 

demikian, agar lebih fokus penelitian ini dibatasi pada: 

1. Kinerja guru yang diuraikan dalam standar kompetensi pedagogik dan 

profesional. Kompetensi pedagogik (meliputi kinerja guru dalam 

memahami peserta didik; merancang dan melaksanakn pembelajaran, 

mengevaluasi hasil belajar, mengembangkan diri secara profesional). 

Kompetensi profesional (meliputi kinerja guru dalam penguasaan materi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas dan mendalam mengenai 

bidang studi atau mata pelajaran yang akan ditransformasikan kepada 

peserta didik dengan menggunakan sistem instruksional dan strategi 

pembelajaran yang tepat). 

2. Faktor-faktor penghambat dalam upaya peningkatan kinerja guru mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari segi kompetensi pedagogik 

dan kompetensi profesional. 

3. Upaya yang dilakukan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

dalam mengatasi hambatan-hambatan peningkatan kinerja guru dari segi 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.. 

D. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah kualitas kinerja guru mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan SMP Negeri yang bersertifikat pendidik di Kabupaten 

Kulon Progo dilihat dari segi kompetensi pedagogik? 

2. Bagaimanakah kualitas kinerja guru mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan SMP Negeri yang bersertifikat pendidik di Kabupaten 

Kulon Progo dilihat dari segi kompetensi profesional? 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami guru mata pelajaran pendidikan 

Kewarganegaraan SMP Negeri yang bersertifikat pendidik di Kabupaten 

Kulon Progo dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan upaya 

apa saja yang dilakukan untuk mengatasinya? 

4. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami guru mata pelajaran pendidikan 

Kewarganegaraan SMP Negeri yang bersertifikat pendidik di Kabupaten 

Kulon Progo dalam upaya peningkatan kompetensi profesional dan upaya 

apa saja yang dilakukan guru untuk mengatasinya? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kualitas kinerja guru mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan SMP Negeri yang bersertifikat pendidik di Kabupaten 

Kulon Progo dilihat dari segi kompetensi pedagogik. 

2. Untuk mengetahui kualitas kinerja guru mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan SMP Negeri yang bersertifikat pendidik di Kabupaten 

Kulon Progo dilihat dari segi kompetensi profesional. 
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3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami guru mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri yang bersertifikat pendidik di 

Kabupaten Kulon Progo dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik 

dan upaya apa saja yang dilakukan guru untuk mengatasinya. 

4. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami guru mata pelajaran 

pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri yang bersertifikat pendidik di 

Kabupaten Kulon Progo dalam upaya peningkatan kompetensi profesional 

dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. 

F. Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan 

khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan 

kinerja guru dilihat dari segi kompetensi pedagogik dan profesional. 

b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai input dan bahan pertimbangan bagi lembaga-

lembaga dan instansi pendidikan dalam rangka peningkatan kinerja 

guru. 
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b. Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

peningkatan kinerja guru dari segi kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional. 

c. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan tentang kinerja guru dari segi kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional sebelum terjun langsung ke dunia kerja dalam 

melaksanakan tugas sebagai pendidik. 

G. Batasan Istilah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi istilah penelitian sebagai berikut: 

1. Kinerja Guru 

      Hadari Nawawi, (2006: 66-67) mengartikan kinerja sebagai apa yang 

dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas pokoknya.. Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru 

untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam 

perencanaan program pengajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan 

evaluasi hasil pembelajaran (Depdiknas, 2008: 21). Menurut Nana Sudjana 

(2002: 19), kinerja guru dilihat sebagai pengajar dapat dilihat dari 

kemampuan atau kompetensinya melaksanakan tugas tersebut. 

      Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kinerja guru adalah 

kemampuan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran yang dilihat 

dan diukur berdasarkan kriteria kompetensi guru. Kompetensi yang 

dimaksud adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. 
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2. Sertifikat Pendidik 

      Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen Pasal 1 butir 12 dinyatakan bahwa “Sertifikat pendidik adalah bukti 

formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai 

tenaga profesional”. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah 

lulus sertifikasi. 

3. Pendidikan Kewarganegaraan 

      Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang baik, yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter 

yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

      Nu’man Somantri dalam Cholisin (2000: 1.8) memberikan pengertian 

PKn adalah program pendidikan yang berisi demokrasi politik, yang 

diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, positive influence 

pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses 

untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, analitis, dan bertindak 

demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan berlandaskan 

Pancasila dan  UUD 1945. 

      Berdasarkan penjelasan batasan istilah tersebut, dapat dirumuskan bahwa 

yang dimaksud dengan “Kinerja Guru Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan SMP Negeri yang telah Bersetifikat Pendidik” dalam 
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penelitian ini adalah usaha dan kemampuan guru mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam menjalankan tugasnya yang dilihat dan diukur 

berdasarkan kriteria kompetensi guru. Kompetensi yang menjadi fokus dalam 

penilaian kinerja guru adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional karena kompetensi tersebut dapat diamati secara langsung melalui 

proses pembelajaran. 

 


